. [ ::
)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES
NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN ANGGARAN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4)
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes, hasil penyelarasan Rencana
Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD
untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat
paripurna,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes tentang Rencana Kerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2027.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11,

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten
dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambah Lembaran Negara
Republik Indonesia 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
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16.

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia ‘Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor #6 Tahun
2017 tentang  Tata Cura Perencansan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Duacrah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daecrah
tentang Rancangan Peraturan Daecrah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daecrah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Caras Perubshan Rencansa
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencans
Pembangunan Jangka Menengah Ducrsh, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodcfikasi dan
Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolsan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah
Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes (Berita Dacrah Kabupaten
Brebes Tahun 2024 Nomor 116).



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU . Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Brebes Tahun Anggpran 2027
nebagaimana  tercanturn  dalam  Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA . Rencana Kerja schagaimana dimasksud dalarm Diktum
KESATU menjadi panduan kerja dalam pelaksanaan
fungsi, tugss, dan wewenang Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten Brebes,

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Brebes

pada tangysl 16 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEBUPBTEN BREBES
) - (49;,,
w2

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengsh di Semarang,
2. Bupati Brches;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sckretaris Dacrah Kabupaten Brebes;

o

Kepala Badan Perencanazan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Brebes.



